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BABIV 


PENUTUP 


Kesimpulan 

1. 	 Perkawinan yang tidak: dicatatkan seperti yang terjadi pada masyarakat di 

Kelurahan Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan, secara agama 

sudah dianggap sah karena memenuhi rukun dan syamt perkawinan, tetapi 

perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut secara yuridis tidak sah karena 

perkawinan sah menurut hukum jika telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat 

Nikah yang berwenang. 

2. Akibat adanya praktek perkawinan yang tidak dicatatkan di Kelurahan Kalisat 

Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan, menimbulkan ketidakpastian 

hukum dan tidak: terjaminnya status anak: yang dilahirkan dari perkawinan 

tersebut, dan berdampak: tidak diakuinya anak: tersebut sebagai ahli wans yang 

berhak: atas barta peninggaJan dari pewaris, khususnya hak: mewaris harta dari 

ayahnya. 

Saran 

1. 	 Kasus perkawinan yang tidak: dicatatkan khususnya di Kelurahan Kalisat 

Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan dan masyarakat Is1am di Indonesia 

pada umumnya, seharusnya pemerintah dan instansi yang terkait lebih giat lagi 

memberikan himbauan dan penyuluhan terhadap masyarakat agar mereka tidak 

melangstmgkan perkawinan yang tidak dicatatkan. dan juga pada para Ulama 
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agar mereka tidak mendukung perkawinan terse but demi untuk kepentingan 

kepastian hukum bagi generasi keturunan selanjutnya dan agar tidak 

berkembang menjadi mode di masa mendatang yang dapat mengaburkan citra 

hukum Islam. 

2. 	Ketentuan-ketentuan perundang-undangan dalam hal ini Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan-peraturan lainnya seperti KHI yang 

mengatur tentang Perkawinan belum dapat beIjalan dengan baik dan perlu 

disosiallsasikan, mengingat kesadaran masyarakat yang menjadj subyek hukum 

tidak sarna dan belum mengetahui serta pemahaman terhadap penerapan 

hukum dalam kehidupan sehari-hari khususnya mengenai masalah perkawinan. 
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